PERLINDUNGAN HUKUM

PERERJA

DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

&

»
-

TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dr. Efendi“Gunawan,?Si iki, S.H., M.H. '



PERLINDUNGAN HUKUM

PEKERJA

DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dr. Efendi Gunawan Sidiki, S.H., M.H.

Owiding



HAKIKAT PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
(DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN)

Penulis:
Dr. Efendi Gunawan Sidiki, S.H., M.H.

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber llustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neng Rismawati, S.H.

ISBN:
978-634-246-459-5

Cetakan Pertama:
November, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370



[ KATA PENGANTAR ]

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan
karunia-Nya, buku dengan judul “Hakikat Perlindungan Hukum Pekerja
(Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan)” ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan fondasi esensial
dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga stabilitas hubungan
industrial di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) berfungsi
sebagai payung hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, serta
jaminan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, implementasi dan
pemahaman mendalam mengenai "hakikat" perlindungan yang
terkandung dalam undang-undang tersebut seringkali memerlukan
kajian analitis yang komprehensif.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk menganalisis secara
mendalam dan sistematis mengenai hakikat perlindungan hukum yang
seharusnya diterima oleh pekerja, ditinjau secara kritis berdasarkan
substansi UUK 13/2003. Pembahasan dimulai dengan meletakkan
tinjauan pustaka yang kuat, mencakup tinjauan umum mengenai
ketenagakerjaan, perusahaan, pemaknaan hubungan industrial, hingga
teori hukum terkait. Kerangka dan diagram konseptual disajikan untuk

memperjelas alur pikir yang terstruktur.



Puncak dari pembahasan buku ini terletak pada Bab IV, di mana
analisis difokuskan pada Hakikat Jaminan dan Perlindungan. Bab ini
mengupas tuntas hakikat perlindungan hukum di bidang
ketenagakerjaan di Indonesia, jaminan kesejahteraan menurut UUK
13/2003, serta perlindungan hak-hak pekerja dalam perundang-
undangan, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman holistik
mengenai sejauh mana hukum positif telah menjamin posisi pekerja.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan
dan segala kekurangan yang ada merupakan murni keterbatasan
penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari
pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Harapan penulis, semoga buku “Hakikat Perlindungan Hukum
Pekerja” ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi
khazanah ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan, serta
menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum,
mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam
upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja di
Indonesia.

November, 2025

Penulis
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam
rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat,
martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat
sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Ketenagakerjaan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Kesejahteraan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945
Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara sama kedudukannya
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Undang-Undang
Dasar NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN
1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah
orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau
sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian tentang tenaga kerja
yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut telah menyempurnakan
pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. Menurut
Dumairy, yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang
mempunyai umur di dalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan
batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin
menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih
batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-

masing negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara



BAB il
KERANGKA & DIAGRAM KONSEPTUAL

A. KERANGKA KONSEPTUAL

Pada Hakikat Perlindungan Hukum pada Bidang Ketenagakerjaan di
Indonesia (Suatu Kajian atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan), dengan membatasi pembahasan pada;
pertama, terkait hakikat perlindungan hukum atas pekerja dalam
Undang-undang ketenagakerjaan di perusahaan; kedua, terkait
bagaimana undang-undang ketenagakerjaan menjamin kesejahteraan
pekerja; dan ketiga, sejauhmana peraturan perundang-undangan
dibidang ketenagakerjaan mengatur perlindungan hak atas pekerja.

Adapun landasan teori yang gunakan dalam mengkaji ketiga
masalah di atas adalah teori perlindungan hukum, teori
ketenagakerjaan dan teori kesejahteraan. Ketiga teori ini diambil atas
dasar adanya keterkaitan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, keterkaitan antara teori dan Undang-undang
tersebut supaya penulis bisa dilihat sejauhmana perlindungan hukum

dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.



BAB IV
HAKIKAT JAMINAN DAN PERLINDUNGAN

A. HAKIKAT PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PADA BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
Ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang

ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah
bekerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk:

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara
optimal dan manusiawi;

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan
nasional dan daerah;

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan;

d. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Tujuan Undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana tersebut
diatas juga mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
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Buku “Hakikat Perlindungan Hukum Pekerja” menyajikan
analisis mendalam dan komprehensif mengenai kerangka hukum
yang menjamin hak-hak fundamental pekerja di Indonesia, dengan
titik berat pada implementasi dan substansi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pilar utama
regulasi hubungan kerja di Tanah Air.

Kajian ini diawali dengan peletakan landasan teoritis yang
kokoh, mengupas tuntas tinjauan umum tentang sistem
ketenagakerjaan, batasan entitas perusahaan, hingga memahami
makna esensial dari hubungan industrial sebagai pilar interaksi
antara pekerja dan pengusaha. Kerangka pemikiran ini kemudian
disistematisasi melalui penyusunan kerangka dan diagram
konseptual yang memetakan relasi antara norma hukum dan
realitas praktik dilapangan.

Puncak analisis buku ini terletak pada penelusuran hakikat
jaminan dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima
pekerja. Secara spesifik, buku ini membedah bagaimana Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 berfungsi sebagai instrumen vital
dalam menjamin kesejahteraan, keamanan, dan pemenuhan hak-
hak normatif pekerja. Penulis tidak hanya menguraikan pasal demi
pasal, melainkan menelusuri filosofi dan implementasi
perlindungan hak atas pekerjaan, jaminan sosial, hingga upaya
menciptakan iklim kerja yang berkeadilan.

Dengan kedalaman kajian dan struktur yang sistematis, buku
ini merupakan referensi esensial bagi praktisi hukum, akademisi di
bidang hukum perburuhan, pengambil kebijakan, serikat pekerja,
maupun manajemen perusahaan yang berupaya memahami secara
utuh dan mengimplementasikan perlindungan hukum pekerja yang
adildan berkeadilan dilapangan.
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